
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

a bahwa dalam rangka mengetahui kebutuhan pegawai 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, perlu disusun Peta 

Jabatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Peta Jabatan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Temanggung; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

BUPATI TEMANGGUNG 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 45 TAHUN .;LO l (i 

TENT ANG 

PETA JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

Mengingat 

Menimbang 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris 

Daerah Kabupaten Temanggung. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

KABUPATEN TEMANGGUNG. 

DAE RAH SEKRETARIAT UMUM FUNGSIONAL 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN Menetapkan 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 

tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

Tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kemeterian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Analisis Jabatan; 



Peta Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PETA JABATAN 

Pasal 4 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan 

dalam perencanaan kebutuhan pegawai di Sekretriat Daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati mi sebagai pedoman untuk 

menentukan kebutuhan pegawai bagi Sekretariat Daerah. 

7. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah 

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi 

keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR ~\ 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal I ti til 't' &f) (C, 

M. BAMBANG SUKARNO 

KABAG HUKUM 

BUPATI TEMANGGUNG, AS I STEN 
1/11/111 

Ditetapkan di Temanggung 

padatanggal tl/ (~ SEK DA 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB IV 



NO. NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN KETERANGAN 

1 2 3 4 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

1 Analis Akuntabilitas Kinera IV/ Sarj ana a tau yang setara di bi dang 
Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 
Hukum, Ilmu Manajemen clan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

2 Analis Desa/Kelurahan IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 
Hukum, Ilmu Manajemen clan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

3 Analis Kelembagaan IV/ Sarj ana a tau yang setara di bi dang 
Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilrnu 
Hukum, Ilmu Manajemen clan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

4 Analis Kemasyarakatan IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 
Hukum, Ilmu Manajemen clan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

5 Analis Ketatalaskanaan IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 
Hukum, Ilmu Manajemen clan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

6 Analis Konsultasi clan Bantuan IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Hukum Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 

Hukum, Ilmu Manajemen clan Ilmu 
Psikologi. 

NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR ·4 . s> TAHUN 2016 
TANGGAL: lc:.Y f l Ir..-. 

TENTANG PETA JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 



Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

7 Analis Media dan Jurnalistik IV/ Sarjana atau yang setara di bidang 
Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 
Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

8 Analis Pembangungan IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 
Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

9 analis Pembinaan Keagamaan IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 
Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

10 Analis Pemerintahan IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 
Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

11 Analis Pemerintahan Umum IV/ Sarjana atau yang setara di bidang 
dan Otda Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 

Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

12 Analis Perekonomian IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 
Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

13 Analis Sistem Informasi dan IV/ Sarjana atau yang setara di bidang 
Diseminasi Hukum Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 

Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 

14 Bendahara rendah pendidikan sarjana atau yang 
setara di bidang Ilmu Akuntasi, Ilmu 
Ekonomi, dan Ilmu Administrasi 



Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

15 JFT analis Perundang- IV/ Sarjana atau yang setara di bidang 
Undangan Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 

Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

16 JFT Pengelola PBJ Pemerin tah IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 
Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengevaluasi Perkembangan Diploma IV dan Sarjana (Sl) sesuai 
17 dengan kualifikasi pendidikan di BUMD bidang Ilmu yang dibutuhkan 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

18 Penyusun Pengembangan IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Program Keagamaan Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 

Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

19 Penyusun Perencanaan IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Program dan Laporan Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 

Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan paling 
rendah pendidikan Diploma 

20 Penyusun Program IV /Sarjana atau yang setara di bidang 
Kesejahteraan Rakyat Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu 

Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu 
Psikologi. 

Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 
21 Pengelola Bantuan Keagamaan Rendah Diploma I di bidang ilmu yang 

dibutuhkan 

Pengelola Informasi dan SMK/Diploma I, Diploma II dan III 
22 Dokumentasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

di bidang Ilmu yang dibutuhkan 

Pengelola Kekayaan dan SMK/Diploma I, Diploma II dan III 
23 sesuai dengan kualifikasi pendidikan Administrasi Desa di bidang Ilmu yang dibutuhkan 



SMK/Diploma I, Diploma II dan III 
24 Pengelola Kemasyarakatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

di bidang Ilmu yang dibu tuhkan 

SMK/Diploma I, Diploma II dan III 
25 Pengelola Kepegawaian sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

di bidang Ilmu yang dibutuhkan 

SMK/Diploma I, Diploma II dan III 
26 Pengelola Keuangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

di bidang Ilmu yang dibu tuhkan 

SMK/Diploma I, Diploma II dan III 
27 Pengelola Konsumsi sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

di bidang Ilmu yang dibutuhkan 

SMK/Diploma I, Diploma II dan III 
28 Pengelola Pengadaan sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

di bidang Ilmu yang dibu tuhkan 

SMK/Diploma I, Diploma II dan III 
29 Pengelola Perjalanan Dinas sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

di bidang Ilmu yang dibutuhkan 

Pengelola sistem pengendalian SMK/Diploma I, Diploma II dan III 
30 sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan Pelaporan di bidang Ilmu yang dibutuhkan 

31 Ajudan Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 
Rendah SLTA/SMK 

32 Sekretaris Pimpinan Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 
Rendah SLTA/SMK 

Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 
33 Teknisi Peralatan dan Instalasi Rendah Diploma I di bidang ilmu yang 

dibutuhkan 

Teknisi Produksi Multimedia Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 
34 dan Web Rendah Diploma I di bidang ilmu yang 

dibutuhkan 

Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 
35 Petugas Protokol Rendah Diploma I di bidang ilmu yang 

dibutuhkan 

Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 
36 Pranata Fotografi Rendah Diploma I di bidang ilmu yang 

dibutuhkan 



(Sl)/Diploma IV sesuai dengan 
37 Tenaga Peliputan kualifikasi pendidikan di bidang 

Jurnalis/Ilmu Komunikasi 

Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 
Rendah Diploma I di bidang Ilmu 
Pengetahuan di bidang hukum, 

38 Pengadministrasi Hukum Perencanaan peraturan perundang- 
undangan serta pemberian saran dan 
konsultasi terhadap klien tentang 
aspek hukum penyelidikan kasus 

Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 

39 Pengadministrasi Kendaraan Rendah SMTA, Diploma I di bidang 
Din as Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan 

Ilmu Mananajemen 

Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 

40 Pengadministrasi Kepegawaian Rendah SMTA, Diploma I di bidang 
Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan 
Ilmu Mananajemen 

Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 
41 Pengadministrasi Keuangan Rendah SMTA, Diploma I di bidang 

Ilmu Akuntan dan Anggaran 

Pengadministrasi SMK/Diploma I, II dan III kualifikasi 
42 pendidikan di sesuikan dengan Pemerintahan ke bu tuhan organisasi 

Pengadministrasi SMK/Diploma I, II dan III kualifikasi 
43 Pemerintahan Kecamatan pendidikan di sesuikan dengan 

ke bu tuhan organisasi 

Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 

44 Pengadministrasi Persuratan Rendah SMTA, Diploma I di bidang 
Ilmu Adminsitrasi, Ilmu Sosial dan 
Ilmu Manajemen 

Pengetahuan yang dibutuhkan Paling 
45 Pengadministrasi Umum Rensadah SMTA,Diploma I di bidang 

Ilmu Hukum,Ilmu sekertaris 

46 Pengolah Data Sarjana (Sl) sesuai dengan kualifikasi 
pendidikan di bidang ilmu 



KABAG HUKUM 

AS I STEN 
1/11/111 

SEK DA 

SMK/Diploma I, Diploma II dan III 
47 Operator peralatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

di bidang Ilmu yang dibutuhkan 

SMK/Diploma I, Diploma II dan III 
48 Pemelihara gedung sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

di bidang Ilmu yang dibu tuhkan 

SMK/Diploma I, II dan III kualifikasi 
49 Pengurus barang pendidikan di sesuikan dengan 

kebutuhan organisasi 

50 Pengemudi SD/SMP/SLTA 
51 Pramu kantor SD/SMP/SLTA 
52 Pramu saji SD/SMP/SLTA 
53 Car aka SD/SMP/SLTA 



KA BAG 

ASIS 
I I II 

SE~ 

BUPATI TEMANGGUNG 

I Jab Non PNS 
I 

SEKRETARIS DAERAH 

(Kelas 16 / 15) 

ASSISTEN PEMERINTAHAN 
ASISTEN EKONOMI, PEMBANG 

DAN KESEJAHTERAAN RAK1 

( Kelas 14) ( Kelas 14) 

I I 

BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN DESA BAGIAN HU KUM BAGIAN PEREKONOMIAN 
BAGIAN ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN 

( Kelas 12) ( Kelas 12) ( Kelas 12) ( Kelas 12) ( Kelas 12) 

SUBBAGTATA SUBBAGTATA 
SUIHJAG 

SUB BAG 
PEMERINTAHAN KL +/ PEMERINTAHAN KL •! PERATURAN KL •! EKONOMI KL +/ SUBBAG LAYANAN KL I( B K B K B K B K B s s PERUN DANG· s s PENGADAAN s 

UMUM - DESA - - DAE RAH - 
UN DANG 

kelas 9 kelas 9 kelas 9 kelas 9 kelas 9 

Analis Analis IJfl analis Analis JFT Pengelola PBJ 
Pemerintahan 7 1 1 0 Desa/Kelurahan 7 0 1 -i Perundang- 7 1 1 0 Perekonomian 7 1 1 0 Pemerlntah 7 1 1 

Undanzan 
Pengadministrasi 

5 3 1 2 
Pengadministrasi 

5 1 2 -i 
Pengadministrasi 

5 1 1 0 
Pengadministrasi 

5 1 1 0 
Pengadministrasi 

5 1 1 Pemerintahan umum Hukum Urn um Um um 

SUBBAGOTDA KL +/ SUBBAG 
KL •! SUBBAG BANTUAN KL +/ SUBBAG 

KL +/ 
SUB BAG 

KL 
B K PERANGKAT DAN B K B K - PRODUKSI B K - ADMINISTRASI B K 

DAN KERJASAMA s - s - HUKUM DAN HAM s - s - PEMBANGUNAN 
s 

ADMINDES DAE RAH 
kelas 9 kelas 9 kelas 9 kelas 9 kelas 9 

Anal is 
Analis Analis Konsultasi Analis Analis 

Pemerintahan 7 0 1 -i Desa/Kelurahan 7 1 1 0 dan Bantuan Hukum 7 1 1 0 Perekonomian 7 0 1 -r Pernbangungan 7 1 1 
Umum dan Otda 

Pengadministrasi 5 3 1 2 Pengadministrasi 5 2 2 0 Pengadministrasi 5 1 1 0 Pengadministrasi 5 1 1 0 
Pengadminlstrasi 5 1 1 

Pemerintahan Umum Hukum Umum Umum 

SUBBAG 
KL +] SUBBAGASET KL +/ SUBBAG DOK DAN KL +/ SUB BAG KL +/ 

SUBBAG 
KL 

PEMERINTAHAN B K B K B K B K PENGENDA!.IAN B K s DESA s INFORMASI HU KUM s BUMD s s 
KECAMATAN - - - - DAN PELAPORAN 

kelas 9 kelas 9 kelas 9 kelas 8 kelas 9 

Analis Analls 
Analis Sis tern Pengevaluasi Analis 

Pemerintahan 7 0 1 ·1 Desa/kelurahan 7 2 1 ·1 lnformasi dan 7 0 1 ·1 Perkembangan 6 1 1 0 Pembangungan 7 0 1 
Disemlnasl Hukum BUMD 

Pengadministrasi IPengelola Pengadministrasl Pengadministrasi 
Pengelola slstem 

Pemerintahan 5 0 1 ·1 Kekayaan dan 6 2 2 0 5 1 1 0 5 1 1 0 pengendalian dan 6 2 1 
Kecamatan Administrasi Desa 

Urn um Umum Pelaooran 

PETA JABATAN SEKDA, ASISTEN, STAF AHLI DAN FUNGSIONAL 



UPATI TEMANGGUNG 

Jab Non PNS 
I 

EKRETARIS DAERAH 

(Kelas 16 / 15) 
I 

~ EKONOMI, PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

( Kelas 14) ( Kelas 14) 

AGIAN ADMINISTRASI 
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN HUBUNGAN 
PEMBANGUNAN 

BAGIAN UMUM 
TATALAKSANA MASYARAKAT 

( Kelas 12) ( Kelas 12) ( Kelas 12) ( Kelas 12) ( Kelas 12) 

SUB BAG 
SUB BAG 

SUB BAG ANALIS 
1GLAYANAN KL +/ KESEJAHTERAAN KL 

B +/ SUBBAG KEUANGAN KL +] KL +/ MEDIA DAN KL 
B K +/ 

jGADAAN s B K s K s B K KELEMBAGAAN s B K s - RAKYAT DAN BINSOS - - - INFORMASI - 

kelas 9 Kelas B kelas 9 kelas 9 kelas 9 

ngelola PB] Penyusun Program 
IPenyusun Analis Media dan 

lntah 7 1 1 0 Kesejahteraan Rakyat 7 0 1 ·1 Perencanaan 7 0 1 1 Analis Kelembagaan 7 1 2 -i Jurnallstik 7 0 1 -1 
Prozrarn dan 

Jministrasi 
5 

Pengadministrasi 
5 2 1 Bendahara 0 

Pengadministrasi 
5 1 0 

Pengadministrasi 
5 1 1 0 1 1 0 Umum 1 6 1 1 Umum 1 Um um 

UBBAG 
KL +/ SUB BAG KL +/ Pengelo(a Keuangan 6 2 2 0 SUB BAG 

KL +/ SUBBAG PRODUKSI KL +/ IINISTRASI B K - KEMASYARAKATAN s B K ..._ KETATALAKSANAA s B K ..._ 
DAN MEDIA s B K 

lANGUNAN 
s - - Pengadm Keuangan 5 0 1 ·l N DAN YANBLIK - - 

kelas 9 Kelas 8 kelas 9 Kelas B 

Pengelola SUBBAG RUMAH Analis 
Teknisi Produksi 

7 1 1 0 6 0 1 ·1 KL 
B K +/ 7 1 2 -1 Multimedia dan 6 0 1 -1 mgungan Kemasyarakatan TANGGA s - Ketatalaskanaan Web 

Jminlstrasi Pengadministrasi kelas B Pengadministrasi 5 1 1 0 
Um um 

5 2 1 1 
Umum 

5 1 1 0 Pengolah Data 5 2 1 1 
Pengelola Konsumsi 6 1 1 0 

UBBAG KL +J SUB BAG 
KL +I Pemelihara gedung 5 1 1 0 SUB BAG 

KL +/ SUB BAG KL +/ ;EN DALIAN B K KEAGAMAAN DAN B K PENDAYAGUNAAN B K PUBLJKASI DAN B K s - BINA MENTAL 
s - Pengadmlnistrasi APARATUR 

s - DOKUMENTASI 
s - 'ELAPORAN 5 2 1 1 

kelas 9 Kelas 9 kendaraan dinas kelas 9 Kelas B 
l'enyusun 

Pengadministrasl Analis Akuntabilitas 
7 0 1 ·1 Pengembangan 7 0 1 -1 5 1 1 0 7 1 2 -1 Pranata Fotografi 6 0 1 ·1 

ngungan Prozrarn Kea2amaan 
um um Kinera 

Ola sistem Pengadministrasi Teknlsl peralatan Pengelola IPengelola 
idallan dan 6 2 1 1 Um um 5 2 1 1 dan lnstalasi 5 0 1 -1 Kepegawalan 6 2 1 1 lnformasi dan 6 1 1 0 
ran Dokumentasi 

Pengemudl 3 5 5 0 Tenaga Pellputan 5 3 1 2 
Pramu kantor 3 1 1 0 
Pramu sajl 3 1 1 0 

SUBBAGTATA 
KL +/ USAHA DAN B K 

PROTO KOL s - 
kelas B 

Pengelola perjalanan 
6 1 0 -1 

dlnas 
Pengelola 

6 2 2 0 Pengadaan 
Pengurus barang 6 1 1 0 

}'1. Ajudan 5 2 2 0 

SEK DA /~~.6 Sekretaris Pimplnan 5 9 6 3 
Petugas Protokol 5 4 4 0 

l Operator peralatan 5 1 1 0 
AStSTEN ! Pengadministrasi 

5 1 1 0 
I I II I I ti I oersuratan 

Pengactministrasl 

\ ~tjj~l kenezawatan 5 1 1 0 BUJ~GGUNG, 

KABAG HUKUM Pengadmlnlstrasl 
I Um um 5 11 1 10 "C7 :.:::RNC -···-· . =--~:i._..L-,.. 

Caraka 3 2 2 'o 

uu DAN FUNGSIONAL UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG 

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR : "9- r0 p TAHUN 2016 
TANGGAL: I(/ '9.e 
TENT ANG PETA JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
SEKRETARIAT DAERAH K.ABUPATEN TEMANGGUNG 


